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ABSTRAK

Setiap manusia dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari bantuan
orang lain, demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat desa kuripan yang
mempunyai kemampuan menangkap ikan namun ia tidak memiliki jaring maka
iya melakukan kerja sama terhadap orang yang memilki jaring dengan
menggunakan sistem bagi hasil. Dalam praktiknya juragan hanya saja
menyerahkan perahu dan jaring yang ia miliki kepada buruh nelayan dengan
perjanjian secara lisan tidak menggunakan sistem tertulis. Sedangkan Buruh
nelayan bekerja mencari ikan dan menanggung biaya transportasi serta biaya
perbaikan jaring dan kapal. Setelah buruh nelayan mendapatkan hasil ikan maka
buruh nelayan membawa hasil ikan tangkapan tersebut kepada juragan, setelah
itu kedua belah pihak tersebut menjualnya secara bersamaan di tempat penjualan
ikan, dan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua antara kedua belah pihak.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik bagi hasil
majeng di desa kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabuapten Oku Selatan?dan
bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang bagi hasil majeng di desa kuripan
Kecamatan Tiga Dihaji Kabuapten Oku Selatan? Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik bagi hasil majeng di desa
kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabuapten Oku Selatan dan mengetahui Tinjauan
Hukum Islam Tentang bagi hasil majeng di desa kuripan Kecamatan Tiga Dihaji
Kabuapten Oku Selatan.

Metode; yang digunakan, dalam penelitian ini adalahsmetode kualitatif.
Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif
dan cendrungmenggunakan analisis, serta proses.dan makna lebih ditonjolkan
dalam penelitian“kualitatif.-Metode pengumpulan-data“yang digunakan dalam
penelitian adalah metodegebservasi, wawancaragéan dokumentasi. Dan penelitian
ini merupakan penelitian lapangair (field résearch).

Praktik bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Tiga
Dihaji Sumatera Selatan ialah kerjasama bagi hasil antara juragan dengan buruh
nelayan, dimana juragan hanya menyediakan perahu dan jaring sedangkan buruh
nelayan bekerja mencari ikan selain mencari ikan buruh nelayan juga
menanggung biaya bahan bakar dan perbaikan ketika perahu dan jaring
mengalami kerusakan. Sistem yang bagi hasil yang dilakukan ialah sistem sar’an
(bagi dua) yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk buruh nelayan. Sedangkan
tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan
Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan belum sesuai dengan hukum
Islam sebab akad yang terjadi antara kedua belah pihak dengan membebankan
biaya operasional dan biaya pemeliharaan jaring dan kapal yang dibebankan
kepada para nelayan dengan bagi hasil yang ditetapkan 50% untuk nelayan dan
50% untuk nelayan dapat merugikan salah satu pihak yaitu para nelayan. Karena
nelayan sudah bekerja mencari ikan serta menanggung biaya operasional dan
biaya pemeliharaan dan juragan hanya menyediakan jaring dan kapal
mendapatkan bagian yang sama, selain itu mudharatnya lebih besar yang
dirasakan oleh para butuh nelayan dari pada kemaslahatannya.
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Artinya: dari Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabdah: ada tiga
perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli, (2)
mugaradhah, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk
makanan dirumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)*

76.

'Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subul as-Salam, (Mesir: Maktabah wa mathba’ah,1960), h.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu
penulis akan menjelaskan judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam
bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari
penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan
dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.
Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang
Bagi Hasil Majeng lkan (Studi Pada Desa Kuripan, Kecamatan Tiga Haji
Kabupaten.Oku Selatan).

Hukum Islam _Menurut Al-Baidawi yang dimaksud‘dengan hukum Islam

/_o._.’g/ }o /92 y//}o @ P
- P M -

Artinya: Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, baik
berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wad iy.

Sedangkan menurut Abu Zahra hukum Islam adalah:

\/o ~ °o~/~°/ _ 11 /o'ﬁ/ ° /92 ﬁ// ° & e
el sl Clb Gl el glazddl all Sl
Artinya: Khitbah (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang
mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan

dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung
tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata menerangkan

! Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 2



pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan sesuatu sebagai sebab,
syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum.

Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan
Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini
mengikat untuk semua yang beragama Islam.?

Bagi hasil (mudharabah) adalah “perjanjian atas perkongsian dimana
pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas
pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi
bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal™

Majeng adalah “berasal dari bahasa ‘daerah yang mempunyai arti
menangkap ikan menggunakan jaring dan kapal di sebuah danau dengan
menggunakan sistem kerjasama bagithasil:2*

Dari beberapa_uraian .diatas, m.aka.yang dimaksud dalam judul skripsi ini
adalah sebuah kajian yangakan :-memfok.ué_kéﬁ-.-péiaksanaan sistem bagi hasil yang
diterapkan pemilik perahu dan buruh nelayan adalah sistem bagi hasil Sara’an (dua

bagian) antara pemilik perahu dan buruh nelayan yang ditinjau berdasarkan hukum

Islam di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan.

2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1997), h. 5

® Wiroso, Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah ((Jakarta: PT
Grasindo, 2005)), h.33.

* Wawancara bapak Sutris sebagai buruh nelayan pada tanggal 24 Juni 2019



B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif
Sering terjadi bagi hasil yang diperoleh nelayan tidak sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati antara sistem pembagian hasil tangkapan yang
ada. Bagi hasil (profit and lost sharing) yang dilaksanakan di Desa Kuripan
Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan yaitu menggunakan sistem

dengan akad mudharabah.

2. Alasan Subjektif

a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk
dilakukan penelitian.

b. Masalah ‘ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurlsan yang sedang

penulisitekuni yaitu hukum-ekenomi‘syariah.

c. Lokasi peneliﬁan yang mudah dijangkau._
C. Latar Belakang Masalah-- o v

Di dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah

diantara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan

kemerdekaan jelas-jelas bebas dari unsur riba.lslam melarang terjadinya

pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk
memenuhi janji serta menunaikan amanat.

Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang

baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimana pun tahap-tahap



perkembangannya.’Oleh sebab itu Islam mengatur seluruh tata kehidupan
manusia termasuk muamalat yang didalamnya menyinggung banyak persoalan
interaksi manusia dengan manusia lainnya.® Termasuk dalam kerjasama bagi
hasil tidak jarang seseorang mempunyai modal namun tidak mempunyai
kemampuan untuk menjalankan usaha begitupun sebaliknya tidak jarang
seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha namun tidak
mempunyai modal untuk membangun usaha. Dengan adanya akad mudharabah
keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.’

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong
agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh
Allah dalam, Al-Qur’an yang berbu_n_yi:

- ;9,.5/‘ /}‘

VRN SN S vﬁu’b\ ;}wu il <l
;"’/ G P A I Gl

w-\»y {Sﬁw‘u‘ = M‘)M‘Jéﬁcv@s

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhknya

Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah[5]:2)®

Dari ayat diatas manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam
hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan

memerlukan bantuan orang lain.Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi

® Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,(Jakarta: Erlangga, 2012), h. 104.

® Kementerian Agama Republik Indonesia, Fikih, Jakarta: kementerian Agama, 2014), h. 102.
” Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Figh (Bogor: Kencana, 2003), h. 217.

8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Sy9ma, 2009), h.106.



perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan

kebutuhan hidup masyarakat®hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

G s dpdiVisoy diw eyl

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan

Q/T&

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.'

Berdasarkan kaidah diatas dijelaskan bahwa Islam memberikan
kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai
dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-
ketentuan umum yang ada didalam syara.. hukum syariat bisa ditetapkan dengan
mengacu kepada-kebiasaan-kebiasaan yang berlaku,-selama tidak bertentangan
dengan dalil-dalil syara’. Ddlam hidup’bermasyarakat dan menjaga kepentingan
manusia, Alah m_emberikah peraturén-peraturan yanggharus diikuti dan ditaati
karena Mu’amalah.--—"bédé_l_'__"muIanya me_r_ﬁ_i_'_l'i'k'i:#uang lingkup yang luas. Hal
tersebut sesuai dengan firman Allah .dalam surat Al-Maidah ayat 1, yang
berbunyi:

2 20 & ¢

S G sl S ELT a5 Bl 2l Gl
@,u,uvgmd }j.’;ﬁbwtuuﬁvi.b

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

i

® Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.153.

lbid. h. 154.

“asyraf Muhammad Dawwabah, Meneladani KeunggulanBisnis Rasulullah (Semarang :
Pusataka Nuun, 2008), h. 141.



demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ” ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-nya.(Qs. Al-Maidah[5]:1)*?

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat dikatakan sebagai
aturan Islam karena Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia
dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda, namun belakangan ini
Mu’amalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan.*® Tak terkecuali dunia
ekonomi, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia
sebagai sistem kehidupan. Dalam nilai akidah atau pun etika, sistem Islam
berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi.

Kegiatan muamalah pada aspek bagi hasil terdapat dua macam yaitu
mudharabah, ‘dan musyarakah yang diantara keduanya ,merupakan kerjasama
antara dua, orang -atau lebih dengan “membagi’ keuntungan dengan sistem
persentase berdasérk_an. kesep_akatan bersgma..

Praktik yang terj.e-x-d.i.ﬂdi '.masyarai(ai'tﬂ desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji
Kabupaten Oku Selatan terdapat perikatan kerja sama antara pemilik perahu
dengan buruh nelayan, para nelayan ini tidak mempunyai peralatan seperti
perahu dan jaring namun memiliki kemampuan dalam mencari ikan. Ada
beberapa hal dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam kerja sama antara pemilik

perahu dengan nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku

Selatan. Dalam hal kerja sama yang dilakukan selama ini tidak memiliki

h.37.

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan......... h.106.
3 Ghufran mas’adi, Figih Mualamah Kontestual,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001),



kekuatan hukum perjanjian kerja sama tidak dilakukan secara tertulis antara
pemilik perahu dengan nelayan namun saling percaya antara kedua belah pihak.

Juragan yang menyerahkan alat tangkap dan perahu untuk dikelola oleh
nelayan disebut sebagai pemilik modal dengan perjanjian secara lisan. Nelayan
bertanggung jawab untuk mengelola perahu dan semua peralatan yang dijadikan
modal untuk penangkapan ikan, ketika ada kerusakan yang terjadi terhadap
perahu dan jaring maka buruh nelayan yang menanggung biaya pemeliharaannya
meskipun kerusakan tersebut bukan dari unsur kesengajaan buruh nelayan. Hasil
dari penangkapan ikan akan dijual kepada perikanan (tempat penjualan ikan).
Sistem bagi hasil yang diterapkan pemilik perahu dan buruh nelayan adalah
sistem bagi hasil dua bagian atau persentase, 50% untuk pemilik perahu dan 50%
untuk buruh,nelayan. |

Bagi hasii yang_ _t___e__rjadi pada___ ~masyarakat nelayan Desa Kuripan
Kecamatan Tiga Dihaji éﬁrhhatéra Selat:éril "cllﬂiﬂl.;kukan atas dasar kekeluargaan dan
kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat.
Akad yang akan dilakukan adalah secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi
dan prosedur hukum yang mendukung. Pemilik perahu dan nelayan memiliki
ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati. Menjualkan hasil tangkapan
mereka merupakan kompensasi yang diterima pemilik perahu dari pemberian
modal kepada nelayan.

Buruh nelayan menanggung biaya minyak. Pemilik perahu akan

mendapat bagian 50% bersih dan realita seperti ini membuat buruh nelayan



merasa bahwa bagi hasil dari penangkapan ikan bukan lagi 50% bersih. Ikan
yang ditangkap oleh nelayan disetor kepada pemilik perahu dimana ikan tersebut
akan dijual dan buruh nelayan hanya mendapatkan 50% hasil dari penjualan.
Hasil yang diperoleh nelayan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati antara sistem pembagian hasil tangkapan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relevan untuk
dikaji dalam sebuah penelitian dengan “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG BAGI HASIL MAJENG (Studi Kasus Di Desa Kuripan
Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan)”.

D. Rumusan Masalah
Adapun,rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana praktik bagi hasil majehg di*Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji
Kabupaten Oku Selatan —
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil majeng Desa
Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan ?
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan praktik bagi hasil di Desa Kuripan Kecamatan Tiga
Dihaji Kabupaten Oku Selatan.
b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik bagi

hasil Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan.



2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah
pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari’ah
Jurusan Muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi
penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.

b. Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum
sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada
Allah swt, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan
pelaksanaan kerja sama bagi hasil majeng (menangkap ikan menggunakan
jaring) sesuai/syari’ah Islam.

F. MetodesPenelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelifian ini a_dg_l_ah jenis pe__r_1_e__li1ian \Iapangan (Field research), yaitu
penelitian yang Iangsung dilakuléahﬂ ai-l:alpangan atau diresponden.™* Yaitu
melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi
secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini skripsi ini bersifat

deskriptif normatif, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau

menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan,

4 Susiadi, Metode Penelitian,(Lampung : Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h .9.
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gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data
penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih
sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di

lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsungdariobjek
penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.® Pada umumnya data
primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh
beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder.
Dalam.hal ini data primer diperoleh dari lapangan gtau-dilokasi penelitian,

sesperti,data primer yang diperoleh dari-hasil wawancara kepada responden.

b. Data sekunder i, g
Data Sekunder adalah bahan dafa yang berisikan tentang informasi yang
menjelaskan dan membahas tentang data primer.Peneliti menggunakan data
ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber
data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang
relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain:Al-Qur’an,
hadits, buku, kitab-kitab figih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang

mendukung

> Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), h. 29.
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3. Populasi dan Sampel

a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.’® Populasi
bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh
karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Adapun populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh Buruh Nelayan Dan Juragan di Desa
Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan yaitu sebnyak 123

orang.

a. Sampel
Sampel adalah bagtan éuatu subjekatau objek yang mewakili
populasi.'’ Sa.m_pe.l ini m_erupakan ccla__r_m_inan\dari populasi yang sifat-sifatnya
akan diukur dan m.t-a-v-\./ékill.i populééi""')./;;g] ada. Dengan adanya sampel ini

maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-
ancer maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua
sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah

subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.*®

*Moh.Pabundu tika, Metodologi Riset Bisnis .....h.33.

Ibid. h. 33

83uharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Renika Cipta,
2006), h. 134.
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Mengingat jumlah populasi kurang dari 100 petani padi sehingga
ditetapkan jumlah sampel sebesar 10%, yaitu 123x 10% = 13 orang yang
meliputi 11 buruh nelayan dan 2 juragan.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data.”®Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan metode Observasi,
dan wawancara.
a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis,terhadap gejala atau
fenomena yang. ada pada objék peneliti.”><Dengan’ demikian observasi
dilakukan unfuk melihat kondisi Iir]g_kunga\n_ daerah yang akan diteliti dan
dapat melihat secaré--léﬁgsﬂng kond'i'sﬂi"s};r-l-g terjadi dilapangan.

b. Metode Interview (Wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti
mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.?!Interview
dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak

mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari

19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015),
h.224

“Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.58.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods (Bandung: Alfabeta,2017), h.188.
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hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Desa, Pemilik
Sawabh, pekerja atau buruh, serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang
penelitian ini.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel
berdasarkan catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, poto, dokumen

rapat, dan agenda.?

5. Anailisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya
adalah penulis-menganalisis data tersebut-agar dapat-ditarik kesimpulan.Dalam
analisa data, digunakan data kualitatif;\karena data yang diperoleh dari literatur
yang ada dilapangan; kerhudian difarik kesimpulan_sebagai jawaban terhadap
permasalahan.Metode _.a'ria}'l'jsis yang dig'U.ﬁakén-.adalah dengan menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Deékriptif adalah suatu penelitian untuk
memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara
objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan

cenderung analisis.

22 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 29.
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LANDASAN TEORI

A. Mudharabah

1.

Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-dharabh,” yang secara harfiah
berarti bepergian atau sejalan. Selain Al-dharabh, disebut juga al-giradh
yang bersal dari al-qardhu berarti al-gathu (potongan), karena pemilik
memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh
sebagian keuntungan. Mudharabah merupakan bahasa penduduk irak
sedangkan menurut bahasa penduduk hijaz disebut dengan istilah giradh.
Jadi menurut bahasa, mudharabah atau giradh berarti al-gath 'u (potongan),
berjalangdan atau bepergian”.2 .

Secara terminologi mudharabah berarti sejumlah uang yang
diberikan sesedrqn_g_- kepa_da_orang Ia_ir]__u.ntu_k_-rljpdal usaha, apabila mendapat
keuntungan maka diba-.gﬂi 'd.ua, yaitu..'ljﬁ.tﬂﬁk pihak pemilik modal (Shahibul
Mal) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (mudarib) dengan
persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila
terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.?

Menurut istilah syara’, Mudharabah dikenal sebagai suatu akad
atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan oleh amil dalam

perdagangan kemudian keuntungannya dibagikan antara keduanya menurut

'Rachmadi Usamani, produk dan Akad perbankan Syariah di Indonesia (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2010), h.209.

h.189.

% Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia,2011),

*Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.150.
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syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata
maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.* Sedangkan menurut
istilah, mudhabarah atau giradh dikemukakan oleh para ulama, sebagai
berikut.
1. Menurut para fukaha mudharabah ialah
“ akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu
pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan
dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah
atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan”.
2. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah

FWJ.JA;)W\;\,\}\J G ol a8 520 Je A3

‘‘akad S|rkah dalam laba, satu pihak pemlll_, harta dan pihak lain
pemilik jasa™ 2

3. Ulama Malikiyaty berpendapat mudhafabah ialah

ek 55 O Guuﬂ,;qwsu)u, 3 s Juw

“dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya
kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang

ditentukan (emas dan perak) ”.°

* Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha (Jakarta: PT Grasindo, 2005),
h.34.

> Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 136.

® Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah ......h.189.
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4. Imam Hanabilah berpendapat, bahwa mudharabah ialah

°o =

L;wuuﬁu;ﬁ\ BlWeswglditu

aZ 5 o rﬁl’*"@w 4B i i

“ibarat pemlllk harta menyerahkan hartanya dengan ukuran

tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan
yang diketahui”.’

5. Wabah wabah Az-Zuhaily menjelaskan mudarabah yaitu pemilik harta
menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan
laba berserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian.

Dari penjelasan diatas dari_beberapa pengertian para ulama diats,
dapat dipahami bahwa mudharabah atau giradh-ialah akad antara pemilik
modal (Shahibul al- mal) dengan pengelola modal“(mudharib) tersebut,
dengan syarat.bahwa-keuntungan diperoleh oleh.kedua belah pihak sesuai
jumlah kesepakatdh.® i, NN

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa
barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitupula tidak boleh
berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab

modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil

pekerjaanya.’

"Ibid., h.190.
® Hendi Suhendi, Figih Muamalah ...... h.138.
% Rachmat Syafe’l, Figih Mualamah (Bandung: Pustaka Setia,2001), h.224.
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2. Dasar Hukum Mudharabah
Para Imam mazhab sepakat bahwa mudharabah adalah boleh
berdasarkan Al-Qur’an, sunah, Ijma’ dan gyas. Hanya saja, hukum ini
merupakan pengecualian dari masalah penipuan (gharar) dan ijarah.
a. Dasar Hukum Mudharabah dalam Al-Qur’an

Surat Al-Muzzamil [73]: 20

w 87~ =%s 88 /a; A -

&.4 Z\.Q.’Ua) ;4...1.9) ;A.Q.«,a_:) J.J‘ L9LU'° db‘ (ﬂ@‘jsz/ugj Z)/lﬁ

g c “o

,i,lguu %AUJQUJ; QJ\,JJ\,.@"& Elae Cpll

Y
- Ar

M@b}@-ﬁb}}‘ &\Muﬁd u"’)y‘&;))jd:p_:
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] 2 :5/ /'/ //- , 94./ d
Py ‘).,'aj‘)b’é JJ ;j "}L‘a.“ ‘)’*‘3‘3 MMLA \)J.%L‘B AJJ‘
Z A g T g . osw 2 2z 2w € - z

G}ﬁ&‘“dj&ﬂwﬁrﬂy lgeaas Loy Luns LT3

25

T, ¢
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Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua
malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari
orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan
ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-
kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka
Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa
yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa
akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-
orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia
Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah,
Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan
dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah
pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa
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saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh
(balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan
yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada
Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. Qs. Al-Muzzamil[73]:20)*°

Yang dimaksud dengan “melakukan perjalanan di muka bumi”
pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan,
kalimat ini mengisyaratkan makna mudharabah secara lughawi yang
diambil dari kata dharaba fil ard.

Surat Al-Bagarah [2]:198

z C P z
- {°,TT"7L;,’ wd w/’..’]’.'/,.f,Tg’”‘ - Tt -7
.,.5)...«,43 Jj V&ﬁ)wwwd CL..>- (,_%:.,LCWJ

E e

P
s LS by, 28l sl 22401 S QT 1) 36 e
P g - z z w 2 _
ALl (ad —aladl o e o

Artinya: tidak.ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak
dari ‘Arafat, berzikirlah-kepada Allah di Masy arilharam, dan
berzikirfah (dengan  -menyebut) Allah sebagimana yang
ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu

benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.(Qs. Al-Bagarah
[2]:198)"

b. Dasar Hukum Hadis

umgjuwju&wy@m\wmij 2
il el o Llsg i @y el ) ad 8 E
(e Lo o0l oly)) C*UY

Artinya: dari Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabdah: ada tiga
perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli,

1‘1)Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Dipenogoro, 2005), h.459.
Ibid., h.24.
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2 muqara_dhah, (3) mencampur__gandum dengan ja}gunlg untuk
makanan dirumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)
c. Dasar Hukum [jma’

Para sahabat telah menyerahkan harta anak yatim untuk dijadikan
mudharabah. Mereka adalah Umar bin al-Khatab, Usman bin affan, Ali
bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin’Amr, dan Aisyah.
Menurut riwayat tidak ada seorangpun yang menolak apa yang mereka
lakukan tersebut, dan ini telah menjadi ijma’ setiap masa adalah hujjah.*®

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum mudharabah dengan
ijma’ yang berlandaskan pada nash. Mudharabah sudah terkenal
dikalangan bangsa Arab jahiliyah terlebih dikalangan suku Quraisyy.
Mayeritas orang arab bergelt di bidang perdagangan=Para oemilik modal
memberikan modal mereka képada ‘amil<(pengeldla). Rasulullah pun
pernah menqu_a-_kan. .perjalanan dqgang_ -f_ig_n_gan membawa modal orang
lain sebelum beliél; | diangkat ..'frﬂl;njadi nabi. Beliau juga pernah
mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal khadijah.

Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad
ini. Para sahabatpun melakukan perjalanan dagang dengan mengelolah
modal orang lain berdasarkan akad mudharabah sementara beliau tidak

melarang hal itu.**

?Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subul as-Salam, (Mesir: Maktabah wa
mathba’ah,1960), h. 76.

3 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2016),
h.162.

14 Wabah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.487.
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d. Dasar Hukum Qiyas
Adapun dalil giyas adalah bahwa mudharabah digiyaskan kepada
akad musagah, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut
dikarenakan dalam realota kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya
ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta,
tetapi tidak memiliki keahlian untuk berdagang. Sedangkan dipihak lain
ada orang yang memiliki keahlian untuk berdagang, tetapi ia tidak
memiliki harta (modal), dengan adanya kerjasama antara kedua pihak
tersebut, maka kebutuhan masing-masingbisa dipadukan, sehingga
menghasilkan  keuntungan.’® ~ Oleh karena itu disyariatkannya
mudharabah " ini untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini memenuhi
kebutuhan diantara manusia.'®
3. Rukun.dan Syarat Mudharabaﬁ
1. Rukun Mudhg-_apah.__ _ Q
Rukun akad rr;ljd'hérabah menurut Hanafiah adalah ijab dan gabul,
dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti mudharabah,
lafal yang digunakan untuk ijab adalah lafal mudharabah, mugaradhah,
dan muamalah,'” serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-
lafal tersebut.
Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu:
a. Agid yaitu pemilik modal dan pengelola (amil/mudarib)

b. Maqud alaih yaitu modal, tenaga(pekerja) dan keuntungan, dan

15 Ahamad Wardi Muclis, Figih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), h.370.
16 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah ....... h.163.
" Ahamad Wardi Muclis, op.cit., h.370.
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c. Sighat, yaitu ijab dana gabul
Sedangkan menurut Syafi’iyah menyatakan bahwa rukun

mudharabah ada 5 yaitu:
a. Modal
b. Tenaga (pekerjaan)
c. Keuntungan
d. Shigat, dan
e. agidain

Adapun faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad
mudharabah adalah'®:
a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

dalam akad mudharabah harus ada minimal™2 pelaku. Pihak
pertama bertindak ‘sebagal bemilik modal (Shahibul mal), sedangkan
pihak kedu&-_ber—tin_dak sebagai___ p.elal_<s_-ama usaha (mudharib al- ‘mal).
Tanpa dua pelaku-. }n'i fnaka akédwﬁﬁﬂl.tharabah tidak ada.

b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Faktor kedua dalam akad mudharabah adalah objek
mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang
dilakukan oleh para pelaku, pemilik modal menyerahkan modalnya
sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan
kerjanya sebagai objek mudharabah.” Modal yang diserahkan bisa

berbentuk uang ataupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya,

h.205.

18 H
Ibid., h.371.
% Adi Warman, Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011),
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sedangkan kerja yang diserahkan berbentuk keahlian, keterampilan
management, skill, dan lain-lain.
c. Persetujuan kedua belah pihak
Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari
prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela) . disini kedua belah
pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam
akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk
mengkonstribusikan dana, sementara si pelaku usaha punsetuju
dengan perannya untuk mengkonstribusikan kerja.
d. Nisbah Keuntungan
Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad
mudahrabah, yang ,tidak ada dalam akad jualsbeli. Nisbah ini
mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak
yang berhwgglf;\arabah._ mudharip_ .mep@a_patkan imbalan atas kerjanya,
sdangkan Shahib-.L.Jﬂ|. él-mal rﬁéﬂr.it.z.l.épatkan imbalan atas penyertaan
modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya
perselisihan antara kedua belah pihak.?
2. Syarat Mudharabah
Mudharabah yang sah harus memenuhi sayarat yang melekat pada

rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

20 |bid.,h.206.
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a. Syarat-syarat Pelaku Akad
Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad ialah kedua belah
pihak yang berakad, pemilik modal (Shahibul mal) dan pengelola
modal (mudharib) harus cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam
akad mudharabah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan
harus muslim.?
b. Syarat-Syarat Modal
1) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku dipasaran.
Menurut mayoritas ulama modal mudharabah tidak boleh berupa
barang , baik bergerak maupun tidak.?* Akan tetapi Imam Ibnu abi
Layla dan auza’i membolehkan akad mudhrabah dengan modal
barang, alasan jum,hur ulama adalah apabilazmodal mudharabah
berupa barang maka aké nada unsur penipuan (ghrara), karena
dengah ggryﬁkian__ _menimbul_k__an -pe_rs_e_l_ isihan diantara pemilik modal
dan pengelola.ﬂ :A'kén tetapi ..abéblia barang tersebut dijual dan uang
hasil penjualannya digunakan untuk modal mudharabah, menurut
Imam Abu Hanifah, Malikdan Ahmad hukumnya dibolehkan,
karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga
barang. Tetapi menurut mazhab Syafi’l hal itu tidak dibolehkan
karena dianggap tetap ada nketidak jelasan.?
2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya, apabila modal tidak

jelas maka mudharabah tidak sah, karena ketidak jelasan terhadap

2! Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer .....h.155.
%2 1bid., h.156.
ZAhmad Wardi Muclish, Figih Muamalah.... h.374
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modal menyebabkan Kketidak jelasan terhadap keuntungan.
Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah
dalam mudharabah.

3) modal harus berupa uang cash, bukan piutang, berdasarkan syarat
ini, maka mudharabah dengan modal berupa tanggungan utang
pengelola modal krpada pemilik modal.

4) Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad mudharabah.

5) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau
pengelola usaha (mudarib) bila modal tidak diserahkan maka akad
mudharabah rusak.*

6) Tidak 'boleh ada persyaratan tertentu +yang menumbuhkan
ketidakpastian atas keu_n_tungan.25

c. Syarat-Syarat Keuntungan |

1) Besarhyi-keuntungan haruS___.dike_tfiﬁt_Ji. Hal ini karena, mauqud
alaih (objek ;k'ad) atau tuluan dari akad adalah keuntungan
sementara ketidak jelasan mauqud alaih dapat menyebabkan
batalnya akad.?®

2) Keuntungan merupakan bagian yang dimilki bersama dengan
pembagian secara nisbahatau persantase, mislanya
setengahsetngah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40%:60%,
35%:65%, dan seterusnya, apabila keuntungan dibagi dengan

ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapat RP 100.000,- dan

2% Imam mustofa, Figih Muamalah Kontemporer ........ h.156.
% Harun, Figih Muamalah (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), h.146.
28 Wabah Zuhaili,Figih Islam Wa Adillatuhu ..... h.487.
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sisanya untuk pengelola (mudharib), maka syarat tersebut tidak
sah, dan mudharabah menjadi fasid.?’

3) Dalam membagi keuntungan disyaratkan juga bahwa proposi atau
persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak
termasuk modal.?®

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk
memudharahkan kembali modal mudharabah dan apabila terjadi
maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizing pemilik dana.

Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk

memudharabahkan - kembali modal mudharabah maka pembagian

keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapat
keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia-dan pengelola dana
pertama. Sementara itu b:agian keuntungan _dari’ pengelola dana
pertama dipigi—_dengar_l pengelc_)l__a_.dan_a_-xz_i_ng kedua sesuai porsi bagian
yang telah dise-b.ﬂakéti antafé "kﬂt.eduanya.ApabiIa terjadi  kerugian
ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran
kontrak oleh pengelola dana.?

Adapun beberapa syarat pokok mudharabah menurut Usmani

(1999) antara lain sebagai berikut:

a. Usaha mudhrabah, shahibul mal boleh menentukan usaha apa yang
akan dilakukan oleh mudharib. Dan mudharib harus menginvestasikan

modal kedalam usah tersebut saja. Mudharabah seperti ini disebut

2" Ahmad Wardi Muclish, Figih Muamalah.... h.376.
%8 |mam mustofa, Figih Muamalah Kontemporer.... h.157.
2% Sri Nurhayati, akuntansi Syariah di Indonesai (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.125
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mudharabah mugayyadah (mudharabah terikat). Akan tetapi apabila
shahibul mal memberi kebebasan kepada mudharib untuk melakukan
usaha apa saja yang dimaui oleh mudharib maka kepada mudharib
harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal kedalam usaha
yang dirasa cocok. Mudharabah seperti ini disebut mudharabah
mutlagah (mudharabah tidak terikat).*

b. Pembagian keuntungan, untuk viliditas mudharabah diperlukan
bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada porposi tertentu
dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak
ada proposi tertentu yang ditentukan oleh syariah. Melainkan
diberikan kebebasan bagi mereka dengan:kesepakatan bersama,
mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proposi yang
sama. mereka juga dapét membagi-keuntungan dengan proposi
yang be@e_da-un_t_uk shahibul____mal-q:itrl_mudharib. Namun, demikian
mereka tidak -.l;o'le.h mengéllc'.)"késikan keuntungan secara lumsum
untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan
keuntungan dengan tingkat persentasetertentu dari modal.

c. Penghentian mudharabah, kontrak mudharabah dapat dihentikan
kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberitahu pihak
lain terlebih dahulu.. jika semua asset dalam bentuk tunai pada saat
usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka

keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terlebih dahulu. Jika asset

%9Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafondo Persada,2007), h.63.
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belum dalam bentuk tunai, kepada mudharib harus diberi waktu
untuk melikuiditas asset agar keuntungan atau kerugian dapat
diketahui dan dihitung.®
4) Jenis Akad Mudharabah
Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana
(shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan
kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah,*’dalam akadnya
mudharabah diklasifikasikan kedalam tida jenis yaitu mudharabah
mutlagah, mudharabah mugayyadah, dan mudharabah musyatarakah.
Berikut adalah pengertian masing-msing jenis mudharabah:
a. Mudharabah Mutlagah
Mudharabah Mutlagah yaitu bentuk kerjasamasantara shahibul mal
dan-mudharib. yang 'cakupanhya'sangat luas dandtidak dibatasi oleh
spesifikasi j.er_lE-: usaha waktu dan daerah, bisnis. Jika tidak ada syarat-
syarat yang ditentu-.l;a'n. shahibu..l' mal maka apabila terjadi kerugian
dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian.
Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul mal.®
Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, namun
kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tak terbatas. Modal yang
ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau

investasi yang dilarang oleh Islamseperti untuk keperluan spekulasi,

31 H
Ibid., h.64.
%2 Muhammad,Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2014),
h. 41.
® Nurul Huda Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana, 2010),
h.77.
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perdagangan minuman keras, peternakan babi ataupun berkaitan dengan
ribadan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana
melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana
harusbertanggung  jawab  atas  konsekuensi-konsekuensi  yang
ditimbulkan.**

b. Mudharabah Mugayyadah

Mudharabah Mugayyadah yaitu mudharabah yang cakupannya
dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu,dan daerah bisnis sesuai
permintaan pemilik dana.*® Batasa-batasan tersebut dimaksudkan untuk
menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Apabila mudharib
melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas
kerugian yang dimaksud.®*

Misalnya, tidak mencarﬁpurkan dana yang_dimiliki oleh pemilik
dana dengah__ _d_&na..__l_ainnya, tid_a_k. .--nje_rg_investasikan dananya pada
transaksi penjualanﬂm Cibilan tanpa penjaminan atau mengharuskan
pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak
ketiga. Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila
pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang

diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung

% Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017),h.211.
% Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah ....h. 41.
% Nurul Huda Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam.....h.77.
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jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk
konsekuensi keuangan.®’
¢. Mudharabah musytarakah
Mudharabah musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola
dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi,
diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah mudharabah dengan
modal 100%dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan
pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilikdana. Pengelola
dana ikut menanamkan modalnya dalamusaha tersebut. Jenis
mudharabah ini disebut Mudharabah musytarakah merupakan
perpaduan antara akad mudaharabah dan akad musyarakah.®
5) Hukums-Mudharabah
Hukum mudharabah ada dua'macam yaitu mudharabah fasid dan
mudharabah shahlh,—anta[a lain adalah
a. Mudharabah Fasid-..-. N o
Jika akad mudahrabah tidak sah, seperti jika seseorang berkata
kepada yang lain, “berburulah dengan jaring milik saya dan hasil
buruannya untuk kita berdua”, maka menurut ulama hanafiyah,
Syafi’iyah, dan Hanabilah, mudharib tidak bisa mengerjakan sesuatu
dari yang dituntut dalam mudaharabah yang sah.*disamping itu

mudharib tidak berhak memperoleh biaya oprasional dalam keuntungan

¥’Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah.....h.211.
% Rozalinda, op.cit.,h.21
%% Wabah Az-zuhaili, Bank Syariah Dari teori Ke Praktik .....n.489.
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yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah sepadan ats hasil
pekerjaannya, baik kegiatan mudharabah tersebut memperoleh
keuntungan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan mudharabah yang tidak
fasid sama dengan ijarah ijarah yang fasid, dimana ajir juga tidak
berhak atas nafkah dan upah pasti, melainkan upah yang sepadan.
Apabila dalam kegiatan mudharabah tersebut memperoleh keuntungan
maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena
keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya,
sedangkan mudharib tidak mendapat apa-apa, kecuali upah yang
sepadan.®

Ulama malikiyah berpendapat bahwa mudharib dalam seluruh
hukum mudharabah yang tidak sah dikembalikan padaal-qiradh umum
berkaitan dengan masalah untu:ng dan rugi.-Serta hal-hal tertentu lainnya
yang mendabqﬂ«_an upah umum da(i__ .pke_rj_agnnya dalam hal-hal selian itu.
Oleh karena itu jlka .tedapat ..'kﬂé.L.Jﬂntungan maka mudharib berhak
memperoleh upah dari keuntungan itu, bukan dari tanggungan pemilik
modal. Namun, jika modal mudharabah rusak, maka mudharib tidak
berhak mendapat apapun. Dan jika tidak mendapatkan keuntungan maka
ia tidak mendapatkan apapun juga.*

Beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya mudharabah
fasid kepada giradh mitsk adalah:

1) Qiradh dengan modal bukan uang

0 Ahmad Wardi Muclish, Figih Muamalah.... h.377.
“ Wabah Az-zuhaili, Bank Syariah Dari teori Ke Praktik .....n.490.
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2) keadaan keuntungan yang tidak jelas
3) pembatasan giradh dengan waktu, seperti satu tahun
4) menyandarkan giradh kepada masa yang akan datang
5) mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau
rusak tanpa disengaja.*?
b. Mudharabah yang shahih
Hukum mudharabah yang sah diantaranya ada yang berkaitan
dengan kekuasaan mudharib, ada juga yang berkaitan dengan
pekerjaannya, ada pula yang berkaitan dengan hak mudharib dari
pekerjaan, dan berkaitan dengan hak pemilik modal dengan modalnya.
1. Kekuasaan mudharib

Para imam mazhab bersepakat wa’amil mudharib adalah orang
yang memegang amanah befkaitan dengan modaldyang ada ditangnnya
dimana ke@g@ukan____modal itu_ q_e_nga_n_- i_z_in pemilknya, bukan karena
adanya proses tul-<.<;1r' rhenukar sepertl yang diterima pada jual beli dan
bukan karena sebagai penguat seperti rahn (gadai).*’

Apabila mudharib membeli sesuatu maka status sebagai wakil
baik menjual maupun membeli. Hal tersebut dikarenakan ia
melakukan tasarruf (tindakan hukum) terhadap harta milik orang lain
atas persetujuan si pemilik, sehingga ia merupakan orang yang diberi
kuasa. Dengan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai

wakalah berkaitan dengan jual beli. Apabila mudharib memeperoleh

2 Agus Ruswandi, Al-Islam 111 Buku Dasar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
(2015), h.19.
“* Ibid., h.492
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keuntungan, maka statusnya sebagai persa dalam syirkah karena ia
mendapat bagian yang telah disepakati dari keuntungan atas usahanya,
dan sisanya adalah bagian dari pemilik modal.**

Apabila mudharib menyalahi syarat yang ditetapkan pemilik
modal seperti jika ia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan
atau membeli sesuatu yang dilarang dibeli maka dia menjadi seperti
pelaku ghasab (orang yang mengambil sesuatu tanpa izin), dimana
modal mudharabah menjadi tanggungan mudharib, karena dia telah
melanggar hak orang lain. Namun, apabila modal itu rusak
ditangganya bukan karena kecerobohan atau kelalaian, maka ia tidak
perlu. menanggungnya karena dia adalah wakil dari pemilik modal
dalam usaha.*

Apabila pemilik :modal mensSyaratkan ~ agar pengelola
mengganﬁ__Ln-_o_dal.___ya_ng hilang____atag-:@_sak, menurut Hanifiah dan
Hanabilah, syarat-. I-fe'rs.ebut hul.{uﬂ.rﬁaya batal, sedangkan akadnya tetap
sah. Akan tetapi, menurut Syafi’iyah dan Malikiyah mudharabah
tersebut hukumnya fasid. karena syarat yang diajukan oleh pemilik
modal merupakan syarat yang bertentangan dengan akad

mudharabah.*®

* Ahmad Wardi Muclish, Figih Muamalah.... h. 378.
“* Wabah Az-Zuhaili, Bank Syariah Dari teori Ke Praktik ...... h.492.
*® Ahmad Wardi Muclish, Figih Muamalah.... h. 379.
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2. Pekerjaan dan Kegiatan mudharib
Hal ini berbeda hukumnya sesuai apakah mudharabah itu
bersifat muthlagah (mutlak tanpa batasan) atau mugayyadah (dengan
batasan atau syarat tertentu). Muthtalgah seperti yang jika diketahui
adalah pemilik modal memberikan modalnya kepada mudharib tanpa
menentukan pekerjaan, tempat waktu, sifat pekerjaan, dan orang yang
berinteraksi dengan mudharib. Sedangkan mugayyadah adalah
pemilik modal menentukan salah satu dari hal tersebut diatas.*’
1. Mudharabah mutlagah
Jika mudharabahnya mutlak, maka (pengelola) bebas
menentukan jenis usaha yang akan dilakukannya, tempat, dan
erang yang akan ,dijadikan_mitra usahanya. lasbobleh melakukan
jual belinapa saja yang ;[idak dilarang oleh_syara’ dengan tujuan
mempérﬂe_h_ ke.u_ntungan. anya— -s_a_ji _dalam melakukan pembelian
ada pembatasa- ..c-.le.n.gan menég;ﬁ;akan ukuran ma’ruf (sedang).48
Meskipun mudharabah-nya mutlak, namun ada beberapa
hal yang tidak boleh dilakukan oleh mudharib, yaitu sebagai
berikut:
1) Mudaharib tidak dibolehkan melakukan sebagian perbuatan
kecuali dengan adany persetujuan yang jelas dari pemilik

modal.

“" Wabah Az-Zuhaili, Bank Syariah Dari teori Ke Praktik .....h.493.
8 Ahmad Wardi Muclish, Figih Muamalah... ... h. 379.
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Mudharib tidak boleh membeli barang untuk giradh yang
melebihi modal, baik tunai maupun tempo. Hal itu karena ada
hadis yang melarang mengambil keuntungan dari barang yang
tidak ditanggung .*°

Mudharib tidak boleh melakukan syirkah dengan menggunakan
modal mudharabah, atau mencampurkannya dengan hartanya
sendiri atau harta orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh

pemilik modal.*

Menurut ‘ulama Hanafiyah adapun ringkasan hukum-

hukum tindakan dalam mudharabah mutlagah ada tiga macam

yaitu:

2)

b)

Hakyang -dimiliki rhudharib dalam kebiasaan umum, yaitu

seluruh_usahaperdagangan>secara umum, seperti menjual,

memrbeli, dan ‘melakukan wakalah dalam jual beli sekalipun
belum ada izin tegas untuk itu.

Hak yang tidak dimiliki oleh mudharib kecuali dia diberi
mandate untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan
pendapatnya. Seperti jika pemiliki modal berkata kepadanya,
“berkerjalah dengan mudharabah sesuai dengan pendapatmu

atau seperti yang kamu lihat”.**

“bid., h.380.

*%bid., h.381.
*! Wabah Az-Zuhaili, Bank Syariah Dari teori Ke Praktik ......h.499.
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c) Hak yang tidak dimiliki oleh mudharib kecuali jika ada
penjelasan yang terang mengenaihak itu, seperti melakukan
tindakan-tindakan sosial (tabaru’).

2. Mudharabah Mugayyadah

Hukum mudharabah mugayyadah berbeda dengan
mudharabah mthlagah sesuai dengan syarat dan batasan yang
membatasinya. Jika pemilik modal mengkhusukan usaha mudharib
disuatu negeri daerah tertentu. Maka mudharib tidak boleh
menyalkahinya, karena ini adalah akad wakalah. Pembatasan itu
memiliki faedah atau tujuan, maka mudharib harus membatasi
pada saat itu.*?

a. Pembatasan Waktu, jika mudharabah dibatasi dibatasi dengan
tempat seperti jika seséorang memberikan pada yang lain modal
untﬁlg_.mudha_rabah der_lgan.--s_y_at£§t agar ia bekerja dinegeri
tertentu. Ké;ehé kata “1&@?’ menunjukkan kata syarat, yakni
sifatnya yang membatasi. Disamping itu pentuan salah satu
tempat usaha oleh pemilik modal, tentu saja sudah
dipertimbangkan dari berbagai aspek, yang berkaitan dengan
keuntungan yang akad diperoleh®

b. Pembatasan mitra usaha, jika pemilik modal berkata, “dengan
syarat kamu membeli dari si fulan dan menjual kepadanya”,

maka syarat (batasan tersebut) adalah sah menurut ulama

52 Ibid., h.500.
*% Ahmad Wardi Mulish, Figih Muamalah.... h. 381.
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Hanafiyah dan Hanabilah.**

Karena pembatasan tersebut
dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra
usaha tersebut dalam melakukan transaksi. Akan tetapi,
Malikiyah dan Syafi’iyah tidak membolehkan pembatasan
semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud dan
tujuan mudharabah yaitu memperoleh keuntungan.®

. Menentukan waktu, jika pemilik modal menentukan waktu
mudharabah dengan waktu tertentu dimana jika waktu itu
berlalu maka batallah akadnya. Dalam hal ini akad itu sah
menurut ulama Hanafiyah dan Hanbilah, karena itu adalah
pemberian kuasa, maka waktu mudharabah menjadi tertentu
dengan penentua itu.*°akan tetapi, menurutulania Malikiyah dan
Syafi’iyah, apabila mﬁdharabah dibatasi waktunya maka akad
mudh_a_rgbah..__t_er_sebut tidgk. .-sgh_-,;l_(arena hal itu bertentangan
dengan tUJuan diada{kéﬂnﬂf.mya mudharabah vyaitu untuk

mendapatkan keuntungan.”’

c. Hak-Hak Mudharib

Hak-hak mudharib yang diterimanya sebagai imbalan atas

pekerjaannya ada dua macam, yaitu:

> Wabah Az-Zuhaili, Bank Syariah Dari teori Ke Praktik ...... h.502.
> Ahmad Wardi Mulish, Figih Muamalah..... h. 382.

°® Wabah Az-Zuhaili, Bank Syariah Dari teori Ke Praktik......, h.502.
>" Ahmad Wardi Mulish, Figih Muamlah.... h. 382.
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1) Biaya kegiatan

Para fugaha berbeda pendapat dalam masalah biaya
kegiatan selama mengelola harta mudharabah. Menurut Imam
Syafi’l dalam salah satu pendapatnya, mudharib tidak berhak atas
nafakah (biaya) yang diambil dari harta mudharabah, baik dalam
keadaan ditempat sendiri maupun dalam keadaan perjalanan,
kecuali apabila ada izin dari pemilik modal. Hal tersebut karena ia
mudharib berhak atas keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak
yang lain lagi.*®

Sejumlah ulama diantaranya Ibrahim an-Nakha’l dan
Hasan al-Basri berpendapat bahwa mudharib berhak mendapat
biaya, baik kerika menetap.maupun sedang bepergian. Sedangkan
mayoritas fuqaha diantéranya abu hanifahg’ Malik dan Syi’ah
Zaidiyah_.k?erpen_dapat bah_\/\{a._. mt_JQh_grib berhak mendapat biaya
ketika sedang -.l:;e'pérgian da{hwﬁ.;ﬁak berhak ketika sedang menetap.
Biaya ini diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka
diambil dari modal mudharabah.*

Namun jika pemilik modal mengizinkan pelaksan untuk
belanjakan (menafkahkan) modal mudharabah guna keperluan
dirinya ditengah perjalanan atau karena itu termasuk adat kebiasaan

berlaku, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah.

% bid., h.383.
> Wabah az-Zuhaili, Bank Syariah Dari teori Ke Praktik ......h.505.
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Menurut Imam Malik, bahkan pelaksana boleh
menggunakan modal mudharabah manakala modal itu berjumlah
banyak, sehingga ada keluangan untuk digunakan.®

2) Keuntungan yang disepakati

Mudharib berhak mendapat keuntungan yang telah
disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaan dalam mudharabah
jika dalam mudharabah itu mendapat keuntungan. Jika tidak ada
keuntungan, maka mudharib tidak berhak mendapatkan apapun
karena ia telah bekerja untuk dirinya sendiri sehingga tidak
berhak mendapatkan upah.®*

Keuntungan tersebut akan jelas apabila diadakan
pembagian. Untuk pembagian keuntungan ipisdiSyaratkatn modal
harus diterima oleh pehwilik modal:"Dengan demikian, sebelum
modél___d_-it_er-im_a_ kmebali _olehg,pemilik  modal dari tangan
mudharib, m;ké keuntungérﬂi"tﬂi.dak boleh dibagi.®

d. Hak Pemilik Modal
Hak pemilik modal adalah mengambil keuntungan telah
ditentukan jika terdapat keuntungan dalam modal. Jika tidak ada
keunungan, maka dia tidak menanggung apapun untuk mudharib.
Jika modal mudharabah berkurang setelah adanya pekerjaan
yang disebabkan oleh turunnya harga-harga, atau terdapat cacat pada

barang yang telah dibeli, atau disebabkan oleh bencana alam seperti

% Svaid Syabig, figih Sunah 13 ,h.40.
®1hid., h.506
82 Ahmad Wardi Mulish, Figih Muamalah..... h. 382.
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kebakaran, tenggelam, di ghashab, atau dicuri, maka kekurangan
tersebut ditutupi oleh keuntungan mudharabah.®® Hal itu karena
mudharib adalah amin (yang terpercaya menerima amanah) yang tidak
bertanggung jawab atas kekurangan atau kerusakan kecuali jika
disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaianya.®*
6) Nisbah Keuntungan
a. Persentase
Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase
antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah
tertentu.® Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau
60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan
kesepakatan, bukan berdasarkan _porsi setoran /modal;“tentu dapat saja
bila” disepakati. ditentukan ni:sbah keuntungan sebesar porsi setoran
modal. Nisbéh_k_euntun_gan tidak bq_leh-di-r_m;igtakan dalam.
b. Bagi untung dan baéiﬁ fugi e
Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari
karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong dalam
kontrakn investasi. Dalam kontrka ini tergantung kepada kinerja sector
rillnya, jika laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian

yang besar pula. Jika laba bisnis kecilnya mereka mendapat bagian yang

%% Wabah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adil/atuhu......h.507.
* Ibid., h.508.

% Adi Warman, Analisis Figih dan Keuangan ......h.206.
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kecil juga, ini hanya dapat terjadi jika nisbah laba ditentukan dalam
bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Jika bisnis dalam akad mudharabah mendapatkan kerugian,
pembagian kerugian itu bukan berdasarkan atas nisbah, tetapi
berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah mengapa
nisbahnya disebut nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan
nisbah saja,yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila
bisnis untung. Bila bisnis rugi, keruiannya harus dubagi berdasarkan
porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.®®

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti diatas itu hanya berlaku
jikaskerugian yang terjadi hanya. murni diakibatkansoleh resiko bisnis,
bukan, karena.resiko’ karakter: buruk mudharib. Bila kerugian terjadi
karena resikq_.-lfarakt_e_r_ buruk-“misalaya karena mudharib lalai/atau
melanggar persyarat-éﬂn'-p.ersyarata.ihw kéntrak mudharabah, maka shahibul
mal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para fugaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan
tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jamina, sebagaimana dalam
akad syirkah lainnya. Mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari
shahibul mal dalam mengelola dana dengan seizinnya shahibul mal,
sehingga wajiblah baginya berlaku manah, jika mudharib melakukan

keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana,

% Ibid., h.207.
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yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam
perilakunya yang tidak termasuk bisnis mudharabah yang disepakati,
atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, mudharib tersebut harus
menannggung kerugian mudharib sebesar bagian kelalaiannya sebagai
sanksi dan tanggung jawabnya. la telah menimbulkan kerugian karena
kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta
orang lain yang dipercayakan kepdanya diluar ketentuan yang
disepakati.
d. Menentukan Besarnya Nisbah
Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-
masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nilai muncul sebagai
hasil-tawar-menawar antara shahibul al-mal dengansmudharib. Dengan
demikian, angka nisbah ni bérvariasi, bisa 50:50,460:40, 70:30, 80:20,
bahkan 99:1.__Na}mun para ahli-fiqih_sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak
diperbolehkan. &’ Y o

7) Hal — Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas
tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama
dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad mudharabah dapat batal

karena hal-hal sebagai berikut:®

*" 1bid., h. 208.
%8 Sri Nurhayati, akuntansi Syariah di Indonesia ......h.125.
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1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya

Jika ternyata satu syarat mudharabah tidak terpenuhi sedang
pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka
dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapat bagian dari sebagian
upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal
dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.

Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan
kerugianpun menjadi tanggungjawabnya. Karena si pelaksana tidak lebih
dari seorang bayaran (ajir) dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban
menjamin, kecuali jika hal itu disengaja.®

2. Meninggalnya salah satu pihak

Meninggalnya salah satu pihak baik pihakspemilik modal atau
pihak pengelola/pekerja. Kareha akad mudharabah hukumnya sama
seperti akad Wq_@_lah-yang berakibap_bata_l--_@rena meninggalnya salah satu
pihak, baik pihak yang mewa..kiylﬂk.z.;.m (muwakkil) atau pihak yang
diwakilkan (wakil). Dan sesuatu yang menyebabkan batalnya akad
wakalah, maka batal juga akad mudharabah. Pendapat ini dikemukakan
oleh ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanbilah. Apaun menurut pendapat
ulama Malikiyah meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan

batalnya akad mudharabah, karena ahli warisnya dapat meneruskannya.

% Syaid Syabig, Figih Sunah 13... h.40.
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3. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

Menurut ulama selain Syafi’iyah dengan hilangnya kecakapan
dalam bertindak dari kedua belah pihak seperti, huilang akal karena gila
maka mudharabah akan batal.”® Begitu juga setiap yang membatalkan
wakalahmaka membatalkan mudharabah, seperti pingsandan pelarangan
membelanjakan harta atas pemilik modal.

Adapun pelarangan membelanjakan harta bagi mudharib karena
bodoh atau idiot, maka menurut ukama Hanafiyah mudharib tidak keluar
dari mudharabah, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil
yang belum baligh.™

4. Pembatalan, Larangan Tasarruf, dan pemecatan
Mudharabah dapat batal _karena' dibatalkangoleh para pihak,
dihentikan kegiatannya, atau dibérhe‘ntikannya oleh pemilik modal. Hal ini
apabila syarét__ Be_)mbata_lan dan p_e__:_n_ghe_n_ti_al_n kegiatan atau pemecatan
tersebut sebagai berik-L.J.-f:'”. o
a. Pihak yang bersangkutan (mudharib) mengetahui pembatalan dan
penghentian kegiatan tersebut. Apabila mudharib tidak tahu tentang
pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan tasaruf maka tasaruf
nya hukumnya sah.

b. Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan

tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau

" Enang hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah.....h.166.

" Wabah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu ....h.512.
2 Ahmad Wardi Muclish, Figih Muamalah..... h.388.
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tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik
modal dan mudharib. Apabila modal masih berbentuk barang maka
penghentian hukumnya tidak sah.”

5. Murtadnya Pemilik Modal

Jika pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu ia meninggal
dunia, atau dihukum mati karena riddah, atau ia berpindah kenegeri bukan
Islam maka mudharabah menjadi batal, semenjak hari itu ia keluar dari
Islam, menurut Abu Hanifiah. " hal itu karena masuk kenegeri musuh
sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat ahliyah
(kemampuan/kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang
murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

Jika mudharib murtad, maka mudharabah-nyastetap seperti sedia
kala“(tidak batal) karena sifaf ahliyahnya™ tidak <hilang, hingga jika
mudharib belér!ji-_dan. k_e_mudian me_nj_ual_d_-a_n_mendapat untung, kemudian
terbunuh dalam keao-I;a'n. murtad atau meninggal atau masuk kenegeri
musuh. Semua yang telah dikerjakannya adalah sah dan keuntungannya
menjadi milik bersama sesuai dengan yang telah mereka sepakati , karena
pernyataan orang yang murtad adalah sah karena masih memilik sifat
tamyiz (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan sifat sebagai

manusia.”

3 Ibid.,h.389.
™ Ibid., h.390.

" Wabah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu .....h.512.
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6. Rusaknya Modal Mudharabah Di Tangan Mudharib
Jika modal rusak ditangan mudharib sebelum ia membeli sesuatu
maka mudharabah menjadi batal. Hal tersebut dikarenaka sudah jelas
modal telah diterima oleh mudharibuntuk kepentingan akad mudharabah.
Dengan demikian akad mudharabah menjadi batal karena modalnya rusak

atau hilang.”

B. MUSYARAKAH
1. Pengertian Musyarakah

Secara  etimologi,  musyarakah  adalah  “penggabungan,
percampuran atau serikat™.”" Ada pun secara terminologis, musyarakah
adalah:“kerja sama antara dua pihak atau lebih untuksswatu usaha tertentu,
dimana masing-masing'pihak mémberikan kontribusi‘dengan kesepakatan
bahwa keuntl.Jr!_g_aff -dan___resiko akan_...ditgr—_lgig‘ung bersama sesuai dengan
pkesepakatan.”’® o o

Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah menurut para

fugaha adalah sebagai berikut:

® Ahmad Wardi Muclish, Figih Muamalah...... h.390.

""Chairuman pasaribu dan surahwardi K.Lubis, hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta:
Sinar Grafika,2004), h.74.

"8 Faturrahaman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h.
165
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1. Menurut malikiyah , syirkah ialah

e

AP T N . L e
B d 530 %l ol 3 L) pes 20 6 o
i B o el s

“perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan tasharuf) harta yang
dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni
keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya
untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing
memiliki hak untuk bertasharusf.”
2. Menurut Sayyid Sabiq, Syirkah ialah:
éyggw\gﬂ\b@gggwfwggm
“akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan
keuntungan’’. =
3. Idris- Ahmad menyebutkan, jsyirkah sama dengan/syariat dagang, yakni
dua oramg,_atau-lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam
dagang, dengaft" éné'n_yer_ahkan qua[f-rr'iésing-masing, keuntungan dan
kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-
masing.®*
Jadi dapat ditarik kesimpulan pengertian musyarakah adalah
kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan
kerugian nya ditanggung bersama. Hal ini senada juga dikemukakan oleh

IIfi Nur Diana, bahwa musyarakah adalah “akad kerjasama antara dua

pihak atau lebih unuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

" Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah..... h. 183
8 Hendi Suhendi, Figih Muamalah.... h.125.
& |bid., h. 126.
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memberikan kontribusi dana (amal) dengan ksepakatan, bahwa keungan dan
resiko di tanggung bersama.2?

Dalam melakukan transaksi syirkah perlu dilandasi adanya
keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset
yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan
musydrakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau
lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk
sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.®

2. Dasar Hukum Musyarakah

Syirkah disyariatkan berdasarkan kitab Suci Al-Qur’an , sunah

Rasulullah' SAW, dan [jma’.

a) Al*Qur’an
€ % o Iyt /{ = 27
: = ‘ Lg c j& (Q..G.Q ......
Artinya: ..... .- “maka mereka bers_erzkat déttam yang sepertiga’ ....... (Qs.

An-Nisa: 12).%

\M}‘;‘;;ﬁ,ﬂ‘ QJUAMJPWL;@.J Ua.l&-‘ U\fud
/’:}%w‘ Lol

Artinya:“Dan sesungguhnya kebanyakan darl orang-orang yang
berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada
sebagian lain,kecuali orang yang beriman dan mengerjakan
amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini... “ ( Qs.Shad
[38]:24)%

82 Sohari Sahroni dan Ruf’ah Abdullah, Figih Muamalah... h. 178

8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari teori Ke Praktik, (Cet. I; Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 90

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan..... h.65.

% Ibid., h. 363.
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b) Hadis
JL;// 5\.\195&\&.@6‘5\3 @m\dﬁa)oj)j.a@f
FEEI b WAl g oS & e o

g G &
Artinya: “Abu  Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabdah: “Allah
berfirman:” Aku ini yang ketiga dari dua yang berserikat,
selama salah seorang di antara mereka tidak menghianati
temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap
temannya, Aku keluar dari antara mereka berdua. (HR. Abu

Dawud) %

c) jma’

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja
mereka berbeda pendapat. Ijma’ ulama mengatakan, bahwa muslimin
telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun
perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara
tegas dapat dikatakan bahwa kegitan syirkah dalam usaha diperbolehkan
dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.®’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “Kaum

muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara

global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.®®

8 Musthofa Dayb al-Bagha, at Tadzhib Fi Adillah Matni al Ghéyah wa al-tagrib, (Malang:
Ma’had Sunan Ampel al Ali, 2013), h. 135

8 Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah (Yogyakarta: Bpfe
Yogyakarta, 2005), h. 32.

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari teori Ke Praktik .....h. 91
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3. Rukun Dan Syarat Musyarakah
Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu
berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama
Hanafiyah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan melakukan
penawaran perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan),
istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang
menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun syirkah seperti adanya
kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan
termasuk rukun tetapi termasuk syarat.®
Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut

Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut.
d) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta

maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

1) Berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat

diterima sebagai perwakilan.
2) Berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus
jelas dan dapat diketahui dua pihak.*

e) Semua yang bertalian dengan syirkah mdl. Dalam hal ini terdapat dua

perkara yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat

pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal dan rupiah.

8 Abdul Rahman Ghazali.dkk, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), h. 128.
% Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah.... h. 179.
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b. Benda yang dijadikan modal ada ketika akad syirkah dilakukan, baik
jumlahnya sama maupun berbeda.
f) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, bahwa disyaratkan:
a. Modal (harta pokok) harus sama,
b. Orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah.
c. Orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan syirkah
umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah ‘inan sama dengan
syarat syirkah mufdwadhah.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang
melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (rusyd). Imam Syafi’i
berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah ‘inan,
sedangkan syirkah yang lainnya batal. Akad syirkah ada kalanya hukumnya
shahih ataupun fasid. Syirkah fasid adalah akad syirkah di mana salah satu
syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semau syarat sudah
terpenuhi maka syirkah dinyatakan shahih.™*

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman Al-jaziri, bahwa rukun syirkah
adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shigat, dan objek akad syirkah
baik harta maupun kerja. Syarat-syarat syirkah seperti yang dijelaskan oleh
Idris Ahmad adalah sebagai berikut:

1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota

serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.

h. 217

°! Dimyauddin Djuwaini, pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
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2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka

adalah wakil yang lainnya.

3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing

mereka adalah wakil yang lainnya.

4) Mecampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing,

baik berupa mata uang maupun bentuk lainnya®.

Dalam akad Syirkah dalam melakukan kerjasama diharuskan adanya

lima syarat yaitu:

1.

Kerjasama dilakukan dalam bentuk penyatuan dana berupa uang, baik
dirham, dinar ataupun yang lainnya. *

Barang yang menjadi modal Kkerjasama serupa sejenis dan
semacamnya.

Kedua modal yang dimiliki disatukan satu sama lain.

Masing-masing pihak harus mendapat izin dari pihak lain dalam
mengelola modal kerja sama.

Keuntungan dan kerugian berdasarkan persetasi modal yang dimiliki
masing-masing.

Masing-masing pihak berhak membatalkan akad kerajasama

kapanpun ia menghendakinya dan apabila salah seorang pihak meninggal

dunia maka kerjasama menjadi gugur secara otomatis.**

%2 Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, Figih Muamalah.... h. 180

% Al-Qadhi Syuja bin Ahmad Al-Ashafahani, Figih Sunah Imam Syafi’l, (Bandung: Fathan
Media Prima, 2018), h. 267.

% Ibid., h.268
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4. Macam-macam Syirkah
syirkah terbagi dalam 2 jenis syirkah yaitu syirkah milk dan syirkah
uqud. syirkah Milk vyaitu Syirkah yang dapat diartikan sebagai bentuk
perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak
adanya akad atau kontrak (perjanjian).” Dalam syirkah milk terjadi
kepemilikan bersama terhadap suatu asset antara dua orang atau lebih tanpa
harus membentuk kerjasama yang sifatnya formal.
syirkah Uqud adalah kerjasama kontraktual luas di dunia usaha,
karena kerjasama semacam ini dengan senfja dibentuk oleh dua orang atau
lebih untuk mengikat diri dalam suatu kerja sama untuk berbagi dalak
keuntungan maupun kerugian. Syirkah uqud Keuntungan dalam syirkah
uqudndibagi dalam porprasi yang disepakati didepangsedangkan kerugian
diyanggung secara proposional berdasarkan proporsiémodal yang disetor
masing-masing. plﬁak96 _ h
Kerja sama syir-lgéh dapat dil.éléﬁ.l..(.an secara verbal, tetapi dilanjutkan
untuk dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi perselisihan dan
persengketaan bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs.
Al-Bagarah[2]: 281-283.
Syirkah ‘uqud merujuk kepada dua orang atau lebih melakukan akad
untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa
keuntungan. Syirkah ‘uqud terbagi kepada beberapa bentuk, yaitu:

d. Syirkah al-Inan

% Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), h. 144.
% Mardani, Hukum Bisnis Syariah.... h. 143.
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Syirkah inan adalah persekutuan dalam urusan harta dua orang,
bahkawa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua.
Dalam syirkah ini tidak di syaratkan samanya jumlah modal, demikian
juga wewenang dan keuntungan, jadi setiap pihak memberikan satu porsi
dari keseluruhan dana dan turut aktif dalam bekerja. Kedua pihak
membagikan keuntungan dan kerugian sebagaimana telah disepakati
diantara mereka. Namun pemabgian setiap pihak, baik dalam dana
maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan serupa, sesuai dengan
kesepakatan mereka.”’

e. Syirkah Al-Mufawafhah.

Yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, pihak
memberikan suatu bagian dari kesuluruhan dana dansturut aktif dalam
kerja.n Setiap pihak membagi: Keuntungan<dan kefugian secara sama.
dengan dem.ilgiir?,—_syar_gt _utama da(i__ _jeni_s—_-njgsyarakah ini ialah kesamaan
dana yang diberikan-,. Hkér.ja, tangg.ijrﬂiéﬂjawab, dan beban utang dibagi oleh
masing-masing pihak.

f. Syirkah al-mal.

Yaitu kontrak kerja sama dua orang yang seprofesi untuk
menerima pekerjaan secara bersama dan membagi keuntungan dari
pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menyiapkan

sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order

°" Happy Susanto, pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantsispasi masalah harta
gono gini (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008) h. 61
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pembuatan pakaian seragam untuk kantor. Al-Musyarakah ini disebut
juga musyarakah abdan/atau Isama i.
g. Syirkah al-wujuh
Yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi
dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang
secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara
tunai. Mereka membagikan keuntungan dan kerugian berdasarkan

jaminan kepada penyedia %

% Mardani, Hukum Bisnis Syariah..... h. 144,



BAB 111
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten
Sumatra Selatan

1. Kondisi Geografis Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji

Desa kuripan adalah salah satu desa yang berada di kecamatan
Tiga Haji Kabupaten Ohan Komering Ulu Selatan. Desa kuripan secara
geografis merupakan daerah bukan pantai dan topografisnya merupakan
daerah datar dengan luas wilayah 34 Km? dengan batas-batas desa sebagai
berikut:
Utara : Desa Sukabanjar dan Desa Gunung Tiga
Selatan: Desa Surabaya dan Sukarena
Timur : Desa Sipatuhu .
Barat : Desa-Kuripan 2
Jarak dari pusafﬁér_hé-ﬁﬁtahan sebag'éim-b_\_é'r'i.lél\it':

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan ;2 Km

Jarak dari pusat pemerintahan kota : 32 Km
Jarak dari ibu kota kabupaten 25 Km
Jarak dari ibu kota provinsi : 301 Km

2. Kondisi Demografi Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji

a. Jumlah penduduk desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji
Jumlah penduduk penduduk desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji
terdiri dari 2.592 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 536 KK yang

terdiri dari 1.444 laki-laki dan 1.148 perempuan.
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Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat

dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel. 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Kuripan
No | Jenis Kelamin Jumlah persentasi
1 Laki-laki 1.444 55,70%
2 Perempuan 1.148 44,30%
Jumlah 2.592 100

Sumber: monografi Desa Kuripan 22 Juni 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Kuripan
Berjumlah 2.592 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki
dan berjenid kelamin perem[uan tidak jauh berbeda meskipun lebih
banyak'penduduk yag.berjéhi_s:kel_amin laki-laki dari pada penduduk

yang berjenis-kelamin.perempuan.

S S

b. Jumlah Penduduk Berdagarkan Uraur

Jumlah Penduduk Berdasarl_:r?etzri.ur Desa kuripan Kecamatan
Tiga Haji
No Golongan Umur Jumlah Jiwa
1 0-15 Tahun 410
2 15-65 Tahun 2.071
3 65 Tahun 110
Jumlah 2.592

Sumber: monografi Desa Kuripan 22 Juni 2019



57

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah
penduduk terbanyak pada usia 15 sampai 65 Tahun sebanyak 2.071 jiwa
atau 79,93% dari jumlah penduduk di desa Kuripan. Usia 15-65 tahun
merupakan usia kerja produktif, artinya masyarakat Desa Kuripan
memeliki sumberdaya angkatan kerja yang memadai untuk membangun
kehidupan ekonomi yang lebih baik.

. Mata Pencarian penduduk

Mata pencarian penduduk desa Kuripan kecamatn Tiga Haji adalah
mayoritas sebagai petani. Namun ada juga yang bekerja sebagai nelayan,
pedagang, PNS, Wiraswasta dan Montir.

. Keyakinan Penduduk

Seluruh penduduk di Desa Kuripan /keecamatan Tiga Haji
merupakan pemeluk agama Islém. '
. Sarana Pend.id__@_an —

1) TK 1
2) Sekolah Dasar :1

3) TPA :2

. Sarana Peribadatan

1) Masjid :2

2) Mushalla: 12

. Bahasa

Setiap daerah pada umumnya memiliki bahasa masing-masing atau

disebut juga sabagai bahasa daerah yang berfungsi sebagai alat komunikasi



58

dalam kehidupan sehari-hari baik itu dilingkungan keluarga (rumah)
maupun dimasyarakat. Terkadang dalam suatu daerah, penggunaan bahasa
sebagai alat komunikasi terdapat lebih dari satu penggunaan bahasa selain
bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia.

Masyarakat yang mendiami desa Kuripan Kecamatn Tiga Haji
umumnya ketika berinteraksi antara satu sama lainnya menggunakan bahasa
haji sebagai alat komunikasi utama, namun ada pula yang mrnggunakan
bahasa jawa oleh penduduk pendatang dari luar, dan bahasa Palembang
tentunya. Penggunaan bahasa biasanya tergantung pada keadaan atau
suasana dimana mereka berinteraksi. Namun kebanyakan masyarakat
cenderung:menggunakan bahasa haji. Sedangkan pemakaian bahasa jawa
hanyasporang-orang tertentu saja. yang 'memakainya™ maupun bahaa
Palembang hanya.waktu tertentu s:aja.'

4. Kondisi Masyér_a_lga{c_ De_s_._a_Kuripar_]_______. —

Data komposi;iﬂ pénduduk sangat penting untuk pemerintah dalam
segala bidang maupun dalam bidang usaha. Jika dihubungkan dengan
kesejahteraan masyarakat, maka kesejahteraan dapat diuku dari beberapa
indicator, indicator kesejahteraan merupakan ukuran tercapainya
masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.
Berikut beberapa kondisi masyarakat yang dapat dijadikan indikator

kesejahteraan masyarakat di desa Kuripan Kecamatan Tiga haji.
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a. Kondisi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur tingkat
kesejahteraan suatu kelompok masyarakat adalah pendapatan. Pendapat
masyarakat yang makin meningkat berarti juga meningkatnya
kesejahteraan masyarakat. Selain indikator pengeluaran per kapita
sebulan, besarnya konsumsi sehari-hari dan tingkat pendapatan yang
dimiliki dapat menunjukkan seberapa jauh taraf kesejahteraan yang
dicapai. Berikut tabel besaran pendapatan warga desa Kuripan
berdasarkan mata pencarian.

Tabel 3.

Pendapatan Masyarakat Desa Kuripan

Mata-Pencarian - - Jumlah _

BuruhTani : = Rp500.000- RP 800.000
Petani A ~_zRp600.000- Rp 1.200.000
Pedagang Rp600.000- Rp 1.200.000
PNS Rp2.000.000- Rp 3.500.000
Nelayan Rp900.000- Rp 1.500.000
Honor Rp300.000- Rp 800.000

Sumber: monografi Desa Kuripan 22 Juni 2019
b. Kondisi Msayarakat Berdasarkan Tingkat Pengeluaran Masyarakat
Pengeluaran rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia ini terbagi atas kebutuhan

pangan ( beras, lauk-pauk, garam, gula, kopi, rokok, sabun, minyak



60

tanah) sedangkan untuk kebutuhan non pangan terbagi atas (pendidikan,

anak, pakaian, kesehatan, menabung, rekreasi, perbaikan rumabh, listrik,

pembelian barang dan pajak bumi dan bangunan).

Penghasilan yang tidak menentu banyak sedikitnya dalam tiap

bulannya, jika pendapatan mereka tinggi maka kebutuhan konsumsi akan

terpenuhi dengan baik, jika pendapatan sedikit maka pengeluaranpun

akan menyesuaikan dengan pendapatan. Sedangkan pengeluatran untuk

pendidikan dan kesehatan juga berbeda sesuai kemampuan pendapatan

yang di dapat. Umumnya pengeluaran konsumsi berkisar Rp 20.000-

Rp25.000 per hari. Hal ini belum termasuk biaya pendidikan dal lain-

lain. Berikut ini merupakan tabel berdasarkan pengeluaran atau pola

konsumsi masyarakat. |

“Tabel 4.

a-Pola Konsumsi-Masyarakat

Pola Konsumsi Jumlah Pengeluaran

No

1 Pengeluaran makan/pangan 600.000
2 Pengeluaran pakaian/sandang 150.000
3 Pengeluaran biaya pendidikan 500.000
4 Pengeluaran kesehatan 150.000
5 Pengeluaran lain (listrik) 70.000

Sumber: hasil wawancara dengan masyarakat kuripan
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c. Kondisi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan  dapat digunakan sebagai  ukuran  untuk
menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah, pendidikan
diharapkan akan dapat menambah produktivitas penduduk. Pendidikan
merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang
berperan untuk meningkatka kualitas hidup. Semakin tinggi kualitas
pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber
dayanya. Tingkat pendidikan masyarakat di desa Kuripan terdiri dari
warga yang tidak bersekolah, belum sekolah, tamat sekolah, tamat SD,
tamat SLTP, taman SMA dan lulus dari perguruan tinggi. Berikut tabel
tingkat pendidikan masyarakat desa Kuripan.

Tabel, 5.

TingKat Pendidikan Penduduk

Ti ngqu?e_ljdidj kan == ﬁ]\u m.Iah (orang)

Tidak tamag SD 300
Tamat SD 720
Tamat SLTP sederajat 800
Tamat SMA Sederajat 400
D-1 11

D-2 -
D3 10

D-4 -
S1 15
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Warga desa Kuripan jika di tinjau dari latar belakang pendidika
sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun sesuai dengan apa yang
dianjurkan oleh pemerintah, bahkan ada juga warga yang melanjutkan
kejenjang yang lebih tinggi (Strata 1). Hal ini dilihat dari tingkat
pendidikan beberapa masyarakat desa Kuripan yang tinggi artinya
banyak orang tua yang menyadari akan pentingnya pemdidikan bagi
anak-anak mereka dikemudian hari.

. Kondisi Masyarakat Menurut Kesehatan

Kesehatan memberikan peranan penting dalam meningkatkan
kualitas.sumber daya manusia untuk menompang pertumbuhan ekonomi.
Kesehatan merupakan satu indikator kesejahteraansrakyat yang dapat
menggambarkan ting'kat keséhatan masyarakat «sehubungan dengan
kualitas keh.id_u_pgnnya_.___Pembangun_an-d_it?igqng kesehatan bertujuan agar
semua lapisan masy-él.ﬂréké.t dapath.hiﬂér;peroleh layanan kesehatan dengan
mudah, murah, dan merata. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana
kesehatan yang ada di desa Kuripan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.

Sarana Kesehatan desa Kuripan

No | Jenis Prasarana Jumlah

1 Poliklinik -

2 Tempat Praktik Dokter -

3 Puskesmas Pembantu -
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4 Puskesdes 1
5 Posyandu 1
6 Apotek -
7 Tempat Praktek Bidan Desa 2

Sumber: monografi Desa Kuripan 22 Juni 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana kesehatan di Desa
Kuripan memang belum mencukupi, hanya terdapatl unit puskesdes dan
1 unit posyandu dan 2 unit tempat praktik bidang yang dapat membantu
masyarakat setempat dalam urusan kesehatan.

Dilihat dari tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa tingkat
kesehatan masyarakat di desa kuripan kurang baik, meskipun sudah
terdapat puskedes, posyandu_dan, bidan desa. Karena masih banyaknya
masyarakat yang sulif untuk mendapatkan akses<pelayanan kesehatan

secara maksimalamme.

. Kondisi Masyarakat b.éhr'c..iasarkan tlngkat perumahan

Rumah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang menjadi
tolak ukur keberhasilan atau tingkat kesejahteraan suatu keluarga di
samping kebutuhan sandang dan pangan. Keadaan atau kondisi tempat
tinggal (rumah dapat mencerminkan gambaran  keberhasilan
pembangunan khususnya dibidang perumahan dan pemikiman). Berikut

adalah tabel besaran tingkat perumahan warga.
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Kategori Status (persen)
Status kepemilikan Hak milik | Sewa 30%
70%
Rumah berkualitas baik Baik 60% Kurang  baik
40%
Sumber penerangan (listrik) | Meteran 70% | Pulsa  Listrik | PLTA 10%
20%
Sarana Air Bersih Sumur gali | Ledeng10% | Tidak ada
60% 30%
Rumah tangga mempunyai | Ada 40% Tidak ada 60%

MCK yang baik

Sumber: monografi desa kuripan 22 Juni 2019

Dari tabel diatas secara keseluruhan warga masyarakat desa

kuripan telah memiliki hak atas tanah atau tempat tinggal yang dimiliki

yaitu berjumlah 70% dan hanya 30% warga yang di tinggal ditempat

sewa atau kepemilikan,'sewa keadaan rumah yang berkualitas baik

sebesar 60%dan rumah tangga yang memptnyai penerang listrik yang

sudah merata disetiap fimah tan"géa“"\'/'\'/'ér_g_a."yang baik yang mempunyai

meteran , pulsa litrik ataupun PLTA. Selain itu juga, hanya sebagian

kecil masyarakat yang tidak memiliki sarana air bersih yang memadai.

Sebagian kecil masyarakat yang tidak mempunyai rumah. Selain itu

fasilitas yang ada di dalam rumah juga sudah cukup terpenuhi.

5. Susunan Pemerintahan Desa Kuripan Kecamatan Tiga haji

Susunan pemerintahan desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji adalah

sebagai berikut:
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Tabel 8.

Susunan Pemerintahan Desa Kuripan Kecamatan Tiga haji

Perangkat Desa Nama
Kepala desa Firman
Sekertari desa Mahdi Sofyar
Bendahara desa Sudirman
Kepala Urusan Pemerintah Hamsan
Kepala Urusan Pembangunan Rohanson
Kepala urusan kesra H. Hatta
Kepala dusun | Solihin
Kepala dusun 11 Busroni
Kepala dusun 111 Sahdan
Kepala dusun 1V M. Rupi
Kepala dusun V/ Tarmizi
Kepala dusun VI o B Helmi
Kepala dusun Vil ’ | Tamid Zikri
Kepala dusun VIl < “ Sanusi-
Kepala dusun X < "S_lﬁyono

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuripan
Struktur merupakan hal yang paling penting untuk sebuah organisasi,
hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan dan
pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis.
struktur sebagai landasan dalam bekerja dimaksudakan agar mereka
melaksanakan tugas dengan terarah dan sesuai dengan bidangnta masing-
masing, juga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya

dan sebagai acuan karena mereka harus berkonsultasi dari berkoordinasi bila
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terjadi permasalahan di dalam pekerjaan mereka. Dengan adanya pembagian
tersebut diharapkan akan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan
sehari-hari

7. Pemerintahan Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Khususnya
disektor pemerintahan umum, Desa Kuripan sejak lama memberikan
layanan antara lain berupa: pencatatan sipil atau surat-surat keterangan
perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik, pencatatan data dan
kependudukan dan pendataan mengenai tenaga produktif kampung.

Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari di Desa Kuripan letaknya berdekatan dengan kelurahan pasar
banjitsyang memiliki pasar maka pemerintah Desa Kuripan belum memilki
sarana hwarung-desa, pada tahﬂn 2018 inimakan<diupayakan melalui
peningkatan .ugih&_ eko__nomi masyar.akgt-_-inelalui pembentukan Badan
Usaha Milik Kamp-).l;n'g. akan ..hiﬂé.r.lﬂdirikan warung kampung yang
harapannya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban kampung menjadi prioritas Desa
Kuripan, hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan
ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian
masyarakat, kerukunan/kegotong royongan, dan kehidupan yang layak
bagi masyaratkat Desa Kuripan dan sekitarnya. Kesemuanya itu akan
berdampak positif perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan

di Desa Kuripan..
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B. Pelaksanaan Bagi Hasil Majeng Ikan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga
Dihaji Sumatra Selatan

Setiap manusia dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari bantuan
orang lain, demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat desa kuripan yang
mempunyai kemampuan menangkap ikan namun ia tidak memiliki jaring maka
iya melakukan kerja sama terhadap orang yang memilki jaring dengan
menggunakan sistem bagi hasil.

Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar ditemukan bahwa
praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa kuripan kecamatan tiga
dihaji Kabupaten Oku Selatan dalam melakukan perjanjian kerja sama selama
ini tidak memiliki kekuatan hukum sebab perjanjian hanya dilakukan atas dasar
kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dansmenurut kebiasaan
masyarakaty setempat. Akad yang: dilakukan.adalah«secara lisan tanpa
disaksikan oleh sék_stgk—si..d&ln tidak m_enggu_n_al_<_an perjanjian tertulis, dengan
alasan selain saling perc%/é .kedua belah pihak merupakan tetangga dekat
rumah yang tiap harinnya bertemu dan saling mengetahui satu sama lain. *

Didalam perjanjian tersebut Pemilik perahu dan nelayan atau sering
disebut dengan juragan memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka
sepakati yaitu buruh nelayan bekerja menangkap ikan dan juragan hanya
menyediakan perahu dan jaring saja mengenai biaya transportasi seperti
bahan bakar. Jika terjadi kerusakan dari perahu dan juga jaring maka yang

menanggung adalah buruh nelayan dan mengenai sistem bagi hasil yang

! Wawancara bapak Ujang sebagai pemilik perahu dan jaring pada Tanggal 4 Juli 2019
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diterapkan juragan dan buruh nelayan adalah sistem bagi hasil sara’an (dua
bagian) atau persentase, 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk buruh
nelayan.

Dengan demikian setelah melakukan perjanjian dan kedua belah pihak
menyatakan sepakat, maka praktik kerjasama bagi hasil majeng antara
juragan dengan buruh ialah juragan hanya saja menyerahkan perahu dan
jaring terhadap buruh nelayan dan buruh nelayan bekerja menangkap ikan di
malam hari dan di pagi hari setelah ia mendapatkan ikan maka buruh nelayan
ini membawanya ikan kepada juragan dan kedua belah pihak menjual ikan
tersebut di tempat penjualan ikan, setelah ikan terjual dan mendapatkan hasil
dalam bentuk uang maka uang tersebut dibagi antara keduanya dengan sistem
sar’an’(dua bagian) yaitu 50% untuk buruh nelayan dan 50% juragan.3

Bilasanya dalam setiap kalf berlayar buruh nelayan paling banyak
mendapatkan ikér_l_ _s_ebanya_k_ 15-20Kg_.__4__. .jik_a_- Jjkan masih segar maka akan
terjual dengan harga yé.r;g' ﬁnggi namun jika ikan tidak segar maka ikan
terjual dengan harga lebih rendah. Dengan penghasilan yang tidak menentu,
hal ini salah satu pihak merasa dirugikan yaitu buruh nelayan karena selain ia
harus mencari ikan di malam hari dan di pagi hari ia harus menanggung
bahan bakar bahkan jika terjadi kerusakan terhadap kapal dan jarring hanya

buruh nelayan sendiri yang menanggungnya, sedangkan juragan hanya

2 Wawancara Bapak Dudi sebagai buruh nelayan pada tanggal 7 Juli 2019
¥ Wawancara Bapak Ponijo sebagai Buruh pada Tanggal 7 Juli 2019
*Wawancara Bapak Rudi Sebagai Buruh Nelayan pada tanggal 7 Juli 2019
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meneyediakan perahu dan jarring dengan mendapatkan hasil 50% dari
penghasilan para buruh nelayan. °

Alasan buruh nelayan menyetujui sistem bagi hasil dengan sara’an
(dua bagian) atau persentase, 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk
buruh nelayan, karena buruh nelayan tidak mempunyai jaring dan perahu
sedangkan jika ia tidak bekerjasama dengan juragan yang memiliki perahu
dan jaring ia tidak bisa melakukan usaha mencari ikan, padahal ia memilki
kemampuan untuk mencari ikan.’ Sedangkan alasan juragan melakukan
perjanjian itu karena menurutnya dengan menyediakan perahu dan jaring
terhadap nelayan sudah memenuhi kebutuhan para buruh nelayan sehingga
para buruh: nelayan dapat menangkap ikan secara maksimal sehingga
menetapkan bagi hasil dengan sistem sara’an tersebut.”

Praktik kerja sama'bagi hasif majeng ini-terjadi pada saat musim hujan
tiba saja biasanyé_@_ls_im .ikan terjadi _p_ada-s_agL musim hujan ketika air danau
keruh maka peningkatar;-.pér.a buruh..héﬂlgyan meningkat.8 Dan waktu buruh
perahu mencari ikan ialah setiap malam hari dan pagi hari. Tetapi selain
mencari ikan buruh nelayan ini juga mencari kerang untuk dijual sambil
menunggu masa musim hujan tiba untuk mencari ikan.?

Begitu pula dengan juragan selain ia bekerjasama dengan buruh

nelayan dengan menyediakan alat untuk mencari ikan yaitu perahu dan jaring

® Wawancara Bapak Samijo sebagai Buruh Nelayan pada tanggal 7 Juli 2019
¢ Wawancara Bapak Samio Sebagai buruh nelayan pada tanggal 9 juli 2019

" Wawancara Bapak Heri sebagai juragan pada tanggal 9 juli 2019

& Wawancara bapak Amin sebagai Buruh nekayan pada tanggal 11 juli 2019

% Wawancara bapak sumingan sebagai buruh nelayanpada tanggal 11 Juli 2019
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juragan ini juga berprofesi sebagai petani.'® Sebab kerjasama bagi hasil
majeng ini hanya dilakukan pada saat tertentu saja yaitu pada saat musim
hujan tiba, sehingga menurutnya jika dengan berpenghasilan dari kerjasama
bagi hasil majeng ini kurang mencukupi kebutuhan keluarganya.™

Adapun jenis-jenis ikan yang didapat para buruh nelayan selama iya
menjaring ialah ikan baung, sepat, sepatu, selang, kepiyet dan piluk. Diantara
ikan-ikan tersebut ikan yang harga jualnya paling tinggi ialah ikan baung
harga jualnya dapat mencapai Rp.100.000.-/ Kg sebab ikan tersebut banyak
mengandung vitamin selain itu ikan baung enak rasanya dan sering di masak
pindang oleh warga sekitar.*? Dan harga jual paling rendah diantara ikan-ikan
tersebut ialah ikan kepiyet sebab ikan kepiyet adalah ikan yang mengandung
dagingwang sedikit dan mengandung. banyak tulang sehingga warga jarang

yang sukaxmembeli jenis ikan kepiyet ini.*?

19 Wawancara bapak dayat sebagai buruh nelayan pada tanggal 12 juli 2019

! Wawancara Bapak Anggoro sebagai buruh nelayan pada tanggal 12 Juli 2019
12 \Wawancara Bapak Darman sebagai buruh nelayan pada tanggal 13 Juli 2019
'3 Wawancara Bapak Pujianto Sebagai Buruh nelayan 13 Juli 2019



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Bagi Hasil Majeng Ikan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji
Sumatra Selatan

Desa kuripan merupakan desa yang terletak di dekat danau ranau
sehingga sebagian masyarakat tersebut bermata pencarin menjaring ikan di
danau ranau tersebut. Dengan keahlian menangkap ikan yang mereka miliki
sehingga banyak masyarakat desa kuripan bermata pencaharian menjaring
ikan, namun tidak semua masyarakat memilki alat untuk menangkap ikan maka
mereka melakukan kerja sama terhadap seseorang yang memiliki perahu dan
jaring yang tidak mempunyai keahlian untuk menangkap ikan.

Dalam praktiknya jurégan' hanya saja’menyerahkan perahu dan jaring
yang ia milikikepada buruh nelayan dengan perjanjian secara lisan tidak
menggunakan sistefn tertuhs sbahkan ‘t_i'délg'.'d%sﬁksikan oleh para saksi-saksi
sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan
para buruh nelayan bekerja untuk mencari ikan dimalam hari dan di pagi hari
dengan menggunakan perahu dan jaring yang telah disediakan.

Selain mencari ikan para buruh juga harus menanggung biaya bahan
bakar kapal seperti bahan bakar kapal tersebut, buruh nelayanpun menanggung
biaya pemeliharaan kapal dan jaring. Jika terjadi kerusakan terhadap jaring dan
kapal maka yang menanggung biaya pemeliharaannya adalah buruh nelayan
meskipun kerusakan tersebut tidak adanya unsur kesengajaan bagi buruh

nelayan.
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Dengan demikian setelah buruh nelayan mendapatkan hasil ikan maka
buruh nelayan membawa hasil ikan tangkapan tersebut kepada juragan, setelah
itu kedua belah pihak tersebut menjualnya secara bersamaan di tempat
penjualan ikan. Mengenai sistem bagi hasilnnya kedua belah pihak
menggunaka sistem sar’an (dua bagian) atau jika dalam bentuk persentase
maka 50% untuk pemilik perahu dan jarring dan 50% untuk buruh nelayan,
jadi setelah ikan dijual maka kedua belah pihak membagi hasil tersebut dengan
sistem bagi hasil yang kedua belah pihak sepakati.

Harga jual dan hasil yang tidak menetap terkadang mendapat ikan
banyak dan kadang mendapat ikan sedikit, terkadang dengan harga tinggi dan
kadang dengan harga rendah dengan begitu banyak kebutuhan yang dimiliki
seiring begjalannya waktu dengan menggunakan sistemgsat’an ini ada salah
satu pihak merasa dirugikan yaitu buruh nelayan. Sebab‘selain mencari ikan
buruh nelayan juga__ﬂa_m_ya .m_e_nanggng_s_endi-r_i--_-l:)_i_aya bahan bakar bahkan jika
terjadi kerusakan terhadf;f:; 'p.erahu dé'r{"jﬂélrring la pun harus menanggung
sendiri. Sedangkan pemilik perahu hanya saja menyediakan perahu dan jarring

tanpa menanggung biaya keruasakan dan biaya transportasi.

. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Majeng Di Desa Kuripan
Kecamatan Tiga Dihaji Sumatra Selatan

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan
kepada masnusia, bahkan Islam memberikan kebebasan kepada seseorang
untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu

sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara’ yang telah
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ditetapkan. bahkan Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat
mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat
sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.*

Sebagai mahluk sosial kebutuhan akan kerja sama antara salah satu
pihak dengan pihak lain tidak dapat diabaikan guna meningkatkan hasil
perekonomian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keperluan hidup.
Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan
memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki
harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya, karena itu
syari’at membolehkan bermuamalah, hal ini supaya kedua belah pihak dapat
mengambil /manfaatnya.? Sebab tak jarang juga ditemui orang-orang yang
memilikiskemampuan dan keahlian namun tidak mempunyai modal. Seperti
yang terdapat dalam AI-Qﬁr’an: |

Nod 2 =

%JQ}-’J‘@U)f‘ ......

Artinya: Dan sebaglan dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka

bumi menacari karunia Allah....(Qs. Al-Muzzamil[73]:20)°
Dari ayat diatas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan
perjalanan di muka bumi” pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka

mencari keuntungan, kalimat ini mengisyaratkan makna mudharabah secara

! Muhammad Rusfi,"Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan

Harta." Al-'Adalah vol 13 no 2 2016, Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan
Lampung,2016) h.243. (on-line), tersedia di
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519 (14 Juni 2019) dapat

dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2 Sayyid Sabiqg, Figih Sunah 13 (Bandung: PT Alma’arif, 1987), h..37.
¥ Departemen Agama RI


http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519
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lughawi yang diambil dari kata dharaba fil ard, dan artinya kerjasama bagi
hasil hukumnya ialah boleh.

Kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna
meningkatkan kebutuhan hidup dan kepentingan-kepentingan lain yang tidak
dapat diabaikan. Dalam realitanya menunjukan bahwa sebagian orang
memiliki modal namun tidak bisa menjalankan usaha atau mempunyai besar
dan memiliki keahlian namum mempunyai keinginan untuk membantu orang
yang kurang mampu dengan jalan memberiakan sebagian modalnya kepada
pihak yang memerlukannya, begitupla sebaliknya disisi lain banyak sebagaian
orang yang mempunyai kemamuan dan keahlian namun tidak memiliki
modal. Dengan demikian munculah saling tolong menolong antara kedua
belah "pihak dengan menggunakan sistem Kerjasama ssepéerti halnya yang
terjadi di desa Kuripan Kecamatan 'figa Haji KabupatenOku Selatan.

Akad perja__n_ji-_an-bag_i _hasil majg_ng--y_apg _terjadi di desa kuripan yaitu
akad yang dilakukan secara lisan dengan juragan menawarkan jaring dan
kapal kepada orang yang memppunyai keahlian dalam mencari ikan yang
sering disebut sebagai buruh nelayan dengan perjanjian hasil ikan yang dapat
didapat dibagi dengan sistem sar’an (dua bagian) atau jikan dalam persentase
50% untuk juragan dan 50% untuk buruh nelayan. Jika kedua telah
menyetujuinya maka telah terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dari akad
mudharabah.

Begitupula dengan agidnya (pelaku usaha) dalam akad mudharabah

telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yakni dalam rukun akad
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mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai
pemilik modal (Shahibul mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai
pelaksana usaha (mudharib al-‘mal). Dalam perjanjian bagi hasil majeng
didesa Kuripan rukun mudharabah sudah terpenuhi yakni juragan selaku
sebagai (shahibil al- ‘mal) yaitu pemilik modal yang menyediakan jaring dan
kapal untuk buruh nelayan guna untuk mengkap ikan. Dan buruh nelayan
selaku sebagai (mudharib) yaitu buruh nelayan yang mengelola modal yaitu
memanfaatkan jaring dan kapal yang telah disediakan juragan untuk mengkap
ikan. Begitupula mengenai syarat agidnya, yaitu orang yang melakukan akad
telah dewasa, sehat, dan sudah memiliki kecakapan hukum yang sempurna
mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan:mana perbuatan yang
tidak baik:

Mengenai modal dan keuntljngan dalam-akad bagihasil majeng yang
terjadi di desa.k__LEi-_pan..Keqamatan _t__i_ga.--d_i-r_aa_ji Oku Selatan modal tidak
diketahui jelas berapa-. .ﬂj'ur.nlah uk..u?é.r;nya, sebab juragan hanya saja
menyerahkan jaring dan kapal saja, namun seperti halnya modal yang lainnya
seperti biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan perelangkapan untuk
menangkap ikan buruh nelayan yang menanggung. Dan menurut ulama
syafi’iyah, hanfiyah, dan Hanabilah, hukum mudharabah menjadi fasid ketika
modal tidak berupa uang.

Dan dalam praktiknya dalam membagi keuntungan maka ketika buruh
nelayan telah mengkap ikan dimalam hari hingga menjelang di pagi hari hasil

tangkapan ikan tersebut akan dijual bersama dengan juragan, setelah
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diketahui berapa banyak uang yang didapat dari penjualan tersebut maka hasil
tersebut langsung dibagi dengan sistem sar’an yaitu 50% untuk juragan dan
50% untuk buruh nelayan. Tanpa menghitung berapa modal biaya bahan
bakar yang telah digunakan untuk berlayar dalam mencari ikan. Hal ini dapat
menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yaitu buruh nelayan sebab hasil
tangkapan yang tidak menentu terkadang dalam sekali berlayar dapat
mendapatkan ikan yang banyak dan terkadang hanya mendapat ikan sedikit.

Ketika dalam berlayar buruh nelayan hanya mendapat ikan sedikit
maka buruh akan mengalami kerugian sebab biaya bahan bakar yang
digunakan untuk berlayar hanya buruh yang menanggung bahkan buruh
nelayan tidak mendapat keuntungan sama sekali karena hasil yang sedikit dan
harus "dibagi dua dengan persentase, yang sama dengam=juragan. Hal ini
menyebabkan besarnya keuntungaﬁ yang di dapat tidak diketahui dengan
jelas sebab biaya__ga}h_an.l_)__akar tidak __di_hit-L_Jr-]gL _kedalam bagian modal, dan
secara tidak langsung -.o.lﬂi'dalam akad .”.perjanjian bagi hasil majeng ini
disyaratkan bahwa kerugian ditanggung oleh pihak mudharib.Sedangkan
telah dijelaskan bahwa shahibul al- ‘mal tidak boleh mensyaratkan terhadap
mudharib untuk menanggung kerugian yang terjadi karena mudharib adalah
orang yang mendapatkan amanah, sedangkan orang yang diberi amanah tidak
menanggung atas suatu resiko kerugian.

Kaidah batalnya akad mudharabah menurut ulama hanafiah adalah
keterkaitan dengan syarat dalam mudharabah. Jika dalam akad terdapat

syarat yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah
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mudharabah, maka syarat tersebut dapat membuat batal akad mudharabah,
misalnya ketidak jelasan keuntungan atau tidak ada penyerahan modal secara
sempurna krpada mudharib. Adapun jika syarat tersebut tidak menghalangi
terwujudnya syarat sah mudharabah penetapan syarat fasid tersebut tidak
membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat tersebut seperti
mensyaratkan kerugian menjadi tanggungan mudharib.

Biasanya untuk biaya minyak di ambil dari persen yang lain sebelum
dibagi dua bagian dengan pemilik modal dan nelayan. Menurut peneliti bagi
hasil (profit and lost sharing) yang dilaksanakan di Desa Kuripan Kecamatan
Tiga Dihaji Kabupaten Oku Sealatan yaitu menggunakan sistem dengan akad
shirkah. Kerja sama bagi hasil majeng (menangkap ikan menggunakan jaring)
antara'nelayan dengan juragan adalah untuk ‘membantu=@dan menolong para
nelayan-yaitu dengan bagi keuntungan Sesuai syariat Islam. Dan jika ditinjau
melalui akad Syirl_gir-} meng_enai rukun___dan _s—ygr_atnya telah terpebuhi namun
dalam penyertaan moda-l.r.-llya.belum sesual belum terpenuhi menurut hukum
islam.

Jadi jika ditinjau dari hukum Islam maka praktik bagi hasil majeng
yang terjadi di desa kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan
belum sesuai dengan hukum Islam sebab akad yang terjadi antara kedua belah
pihak dengan membebankan biaya operasional dan biaya pemeliharaan jaring
dan kapal yang dibebankan kepada para nelayan dengan bagi hasil yang
ditetapkan 50% untuk nelayan dan 50% untuk nelayan dapat merugikan salah

satu pihak yaitu para nelayan. Karena nelayan sudah bekerja mencari ikan
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dan menanggung biaya operasional dan biaya pemeliharaan dan juragan

hanya menyediakan jaring dan kapal mendapatkan bagian yang sama.

&Y

~




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Majeng di Desa Kuripan Kecamatan Tiga

Dihaji Kabupaten Oku Selatan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Tiga
Dihaji Sumatera Selatan ialah kerjasama bagi hasil antara juragan dengan
buruh nelayan, dimana juragan hanya menyediakan perahu dan jaring
sedangkan buruh nelayan bekerja mencari ikan selain mencari ikan buruh
nelayan juga menanggung biaya bahan bakar dan perbaikan ketika perahu dan
jaring mengalami kerusakans Sistef yang bagi hasil"yang dilakukan ialah
sistem sar’amw(bagi duaj yaitu 5.0%. untuk juragan dan 50% untuk buruh
nelayan. = ; T

2. Praktik bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan belum sesuai dengan
hukum Islam sebab akad yang terjadi ialah akad bagi hasil dengan
membebankan biaya operasional dan biaya pemeliharaan jaring dan kapal
kepada buruh nelayan sedangkan juragan hanya menyediakan kapal dan

jaring dengan menggunakan sistem bagi hasil Sar’an yakni hasl yaitu 50%

untuk juragan dan 50% untuk para buruh nelayan. Hal ini dapat merugikan

salah satu pihak yaitu buruh nelayan, selain itu mudharatnya lebih besar yang

dirasakan oleh para buruh nelayan dari pada kemaslahatannya.
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B. Saran

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang bagi hasil majeng yang dilakukan
oleh juragan dan buruh tidak sesuai dengan ketentuan syara’ yang dapat
merugikan salah satu pihak yaitu buruh nelayan maka hendaknya kedua belah
pihak tidak menggunakan sistem sar’an (dua bagian) atau 50% untuk juragan
dan 50% untuk buruh nelayan.

2. Sebaiknya masyarakat desa kuripan Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji
Sumatera Selatan merubah sistem bagi hasilnya yang telah sesuai dengan

hukum syara’ dan tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
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